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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK THDONESTA
NOMOR : 131,25-210

TERTANG
PEMBERHENTTIAN DAN PENGANGREATAN

WALTROTAMADYA REPALA DAERAH TINGKAT 11 J A M B I

PROPINST DAERAH TINGEAT T J A M B 1

M-E N T E Rl DALAM NEGERTI
ATAS HAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA

. Surat Gubernur Repalas Daerah Tingkat I Jambi Nomor
X.131/964/Pem. tanggal 5§ Pebruari 1993 perihal pengajnan

calon terpilih Walikotamadys Repala Daerah Tingkat II Jambi.
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bahwa berhubung dengan berakhirnya masa jsbatan Sdr. Brs.
AZHARI DS, RIP. 010022589 sebagai WalikoLamadya Kepals
Deersh Tingkat I Jambi dipandsng perln memberhentikan
vang - bersanghkutan dari Jjabatan tersebut, vang
pengangkatannya ditetapkan dengan Sural Keputusan Henteri

Dalam Negeri Nomor 131.25-064 Langgal 20 Januari 1988

hahwa untuk kelancaran Jdsalannva Pemerintahbhan Daersh
Rotasmadya Daerah Tingkat II  Jambi perln menganghkat

Walikotamadya Kepala Dasersh Tingkat 11 Jambi

bhahwa DPRD RKotamadya Daerah Tingkat I Jambi dengan
Kepntusasnnvsas Nomor 20 Tahun 1883 tanggal 3 Pebruari 19493
telah menetapkan calon-calon terpilih untak iabatan
?»I:a.l ikotamadyva Kepals Daserah Tingkat IT Jambi, diantaranva

Sdr Drs. H_HUHAHHAD SABKL, NIP. 4300003682 memperoleh

suara terbanvask

bahwa Sdr. Drs. H_HUHBABHAD SABRIL, HIP. 430000362 disnggap
memenniii svarat-syarst untuk disngkat gehags i
Walikotasmadva Kepala Daerah Tingkat B4 Jambi periode

1983 - 1888.
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1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Dserah (Lembsrsn Negara Tshun 1874 Nomor

38, Tamhahan Lembsran Negara Nomor 3037) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Kepals Daersh/Wakil Kepala Daerah
dan Bekas Kepa]a. Daersh/Wakil RKepala Daerah serta
Janda/Dudasnya  (Lembaran Negaras Tahun 1980 MNomor hE
Tambahan lLembaran HNegara Nomor 3180) sebagaimana telah
beberapa ksli diubah terakhir dengan Peraturan Feme-
rintah HNomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun

18985 Nomor 18)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tsahun 1985 tentang Penetapan

Pensinn Pokok Bekas Pejabat Negara dan Janda/Dudanya ;

4. Repntusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tuniangan

Jabatan Bagi Pejabst Negara Tertentu

o

Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang
Tata Cara Pencslonan., Pemilihan dan Pengangkatan Kepsalsa

Daerah.

HEMUTUSEKAN :

Hemberhentikan dengan hormst

Sdr. Drs. AZHARI DS, NIP. 010022589,

dari Jjabatannva sebagsi Walikotamsdyva Kepsla Dsersh Tingkat
I1 Jambi disertsai ucsapan terims kasih atas Jasa-jasanya
selama memangku Jjabatan tersebut, dan kepadaspvas diberikan
nang pensiun sesuai peratursn perundang-undangan vang herlshku
serta selanjntnya mengembslikan vang bersanghkutsn ke Instansi

Induknys.

Hengangkat, -

Sdr. Drs. H_MUHANHAD SABKI, NIP_430000362,

aebagni



KETIGA

sehagai Walikotamadya Kepals Daerah Tingkat II Jambi periode
1993 - 1998 dan kepadanya diberikan gaii pokok, buniangan
jsbatan serts tunjangan lsinnya sebsagai Kepala Daersh, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surast Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlakn sejak
tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila kemudisn hari

terdspat kekelirusn aksan diadakan pembetulan seperlunys.

SALINAN Surst Keputusan Menteri Dalam NHegeri ini disampaikan

kepads

1. Presiden Repnbhlik Indonesia di Jakarta.

2. Ketua Badan Pemeriksas Keuangan di Jakarta.

3. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jshkartsa.

4. Sekretsris Jenderal Depsrtemen Dsalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektnr Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di
Jaksrta.

7. Direktur Jenderal S03POL Departemen Dalam Negeri di
Jakartsa.

. Repsla Badan Administrazi Kepegawaian Negara i
Jakarta.

9. Gubernur Kepsals Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.

10. Wslikotamadya Kepﬂlé Dserah Tingkat 11 Jambi di Jambi.

11. Ketua DPRD Kotamadva Daerah Tingkat II Jambi di Jambi.

12. Kepsla Kantor Perbendahsaraan HNegara di Jambi.

PETIEKAN Surat RKepuntusan Menteri Dalam Negeri ini
disampaiksn kepads vang bersanghkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di J a k a r t a.
Pada tanggal 25 Pebruari 1993,




